BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses dan eksistensi pendidikan, dalam hal inidid&@an yang
dilaksanakan melalui lembaga pendidikan formal gtng lebih terkenal dengan
sebutan sekolah, selalu berbanding lurus dengardigomlan situasi sosial
masyarakat. Suryadi dan Budimansyah (2009: 206)goraikan bahwa di
negara-negara maju, prestasi belajar akademis le#ityak diterangkan oleh
faktor-faktor luar sekolah, dibandingkan dengarosskitu sendiri. Sedangkan di
negara-negara yang sedang berkembang prestasarbakademis lebih banyak
diterangkan oleh faktor sekolah (guru, buku palkeat belajar, manajemen
sekolah dan sebagaimanya) daripada oleh faktosklkaiah.

Situasi dan kondisi kehidupan sosial dan pendidikaasyarakat
Indonesia, mayoritas menunjukkan pada model masyarajang lebih
menumpukan harapan prestasi belajar akademis pawaidaga pendidikan
persekolahan.

Dan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakatiée® pendidikan
yang merupakan hak asasi setiap individu, negadonksia sejak awal
kemerdekaannya telah menyatakan visinya untuk meéaskean kehidupan
bangsa. Dan dalam proses upaya mencerdaskan kehidogngsa tersebut,
reformasi dalam bidang pendidikan terus dilakuk&éerutama oleh pihak

pemerintah.



Untuk membenahi pendidikan,antara lain setelalotenr@omi daerah mulai
tahun 2001 diberlakukan, maka dengan sendirinya em@enyelenggaraan
pendidikan persekolahan dalam berberapa hal jugabak dari sentralisasi
menjadi desentralisasi. Pada tahun 2003 diwujudkadang-undang nomor 20
tahun 2003 sebagai undang-undang Sistem Pendidiasional yang baru.
Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 28ftang Standar Nasional
Pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahufi fiitang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan harus dijadikan sebagauan dalam
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia besertamsalj peraturan yang
melengkapinya.

Pada saat upaya reformasi dalam bidang pendidikeseolahan sedang
berproses, juga muncul kekhawatiran bahwa lembagdigikan persekolahan di
Indonesia saat ini nampaknya sedang mengalami pesearoba yang sangat
hebat, pada satu sisi sekolah dituntut untuk mdaithgn mutu pendidikan
dengan menerapkan berbagai kebijkan pemerintala gpiadlain kualitas tenaga
pendidikan masih membutuhkan perbaikan yang sepada kondisi bersamaan
pengaruh dunia luar terhadap tatanan kehidupan arast menerpa begitu
dahsyat. Lembaga pendidikan persekolahan haruskokala reformasi untuk
keluar dari anomali. Tekad untuk mencerdaskan kgisid bangas dalam
berbagai dimensinya harus mampu dijawab oleh pelslekn. Karakter dan jati
diri manusia Indonesia harus dapat dibina melaaddikan persekolahan.

Selama ini pendidikan Indonesia dinilai kurang lasith dalam

menerapkan paradigma pendidikan, Tilaar mencatpimégh permasalahan



pendidikan di Indonesia yaitupertama, sistem pendidikan yang kaku dan
sentralistik kedua, sistem pendidikan tidak pernah mempertimbanglary&taan
yang ada dimasyarakaketiga, kedua sistem tersebut (sentralistik dan tidak
adanya pemberdayaan masyarakat) ditunjang olednsibirokrasi yang kaku
yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atatiptik penguasa. Birokrasi
model seperti ini menjadi lahan subur tumbuhnyaalgadKKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme) dan melemahnya dan bahkan hilangogaya menghargai
prestasi dan profesionalisme. Serta rendahnya aggembiayaan pendidikan.
Faktor-faktor tersebut di atas yang menjadi cingydikan di Indonesia dan telah
menyebabkan kegagalan pendidikan nasional.

Problem yang cukup akut terjadi dalam penyelenggarpendidikan
terjadi hampir pada setiap satuan pendidikan. Haldapat dilihat dari hasil
penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa dilembaga persekolahan
juga terjadi budaya korupsi, dan pemungutan bigyaktresmi dari orang tua
siswa (Irawan: 2006).

Selain yang telah disebutkan di atas, Qadri Azif3003: 8-12),
menguraikan problem pendidikan yang lainnya adglattama, terbelenggunya
guru dan dijadikannya guru sebagai bagian daritatakrasi.Kedua, pendidikan
yang ada kurang berorientasi pada pembentukanbesjiain, namun lebih pada
pengisian otak (kognitif) anak didik. ltulah pengbhya etika, budi pekerti, atau
akhlak anak didik tidak pernah menjadi perhatiaauatikuran utama dalam
kehidupan baik dalam maupun diluar sekol&etiga, peserta didik kurang

dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta bemtiasi pada keinginan untuk tahu



(curiousity atau hirsh). Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabk
anak hanya dipaksa menghapal dan menerima apaesagp djpraktekkan dan
disampaikan guru.

Keprihatinan terhadap pendidikan dipersekolahan gyaerjadi di
Indonesia, nampaknya telah memberikan motivasi de&sebagian orang untuk
memberikan kritikan terhadap dunia pendidikan. Bajumlah karya yang telah
dipublikasikan barkaitan dengan kritikan terhadapdidikan dan pembelajaran
di sekolah dapat disebutkan beberapa karya anasaderikut ini.

Refleksi kritis terhadap persekolahan dan sistemtslah dikemukakan
oleh beberapa putra bangsa ini, sebut saja nanmm&§amba, (2007), menulis
buku dengan judulebih Baik Tidak Sekolah; Yusran Pora (2007), judul bukunya,
Selamat Tinggal Sekolah; M. Nurdin (2005), judul karyanyaRendidikan Yang
Menyebalkan; M. Joko Susilo, (2007), juga mengumpulkan Kkritikeanhadap
pendidikan yang dimuat dalam koran-koran yang teabilndonesia, memberi
judul karyanya,Pembodohan Sswa Tersistematis.Eko Prasetyo, menulis buku
Orang Miskin Dilarang Sekolah!. Mutrofin menulis, Otokritik Pendidikan,
dantentu mungkin masih banyak karya yang ingin nezbgki wajah pendidikan
Indonesia yang belum ditemukan.

Walaupun dapat diketahui bahwa “mazhab pendidikéis’kyang mulai
tumbuh dan bermunculan di Indonesia adalah bagan lentuk globalisasi
pemikiran dalam bidang pendidikan, karena pengameinikiran dari sejumlah

tokoh, misalnya pemikiran Ivan lllicipeschooling Society; Antonio Gramsci;



tentang hegemoni dan pendidikan; Paulo Frrire atepkonsep pendidikan yang
membebaskan, dan pemikiran kritis yang lainnya.

Mengadopsi pemikiran pendidikan kritis di Indonesidewasa ini
nampaknya telah melahirkan konsep enti-tesis psesta masyarakat terhadap
pendidikan persekolahan, sebagai contoh dapatatititaraknya konsep dan aksi
pendidikan dalam bentukhomeschooling, atau pendidikan sekolah yang
berstandar internasional (SBI). Pemikiran pendidikbritis di Indonesia
merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang dan at@ngtantang
pembangunan pendidikan.

Peluang dan tantangan pembangunan pendidikan Isidodeera global
secara bersamaan terbuka lebar. Peluang pembangendidikan yang dapat
dimanfaatkan saat ini, menurut Djohar (2006: 12hdé&hg-undang Sisdiknas
yang baru, serta sujumlah kebijakan pendukung®yaasuk penetapan Standar
Nasisonal Pendidikan (SNP) berdasar Peraturan tRer{i?P) nomor: 19 tahun
2005 dan, Wajib Belajar Sembilan Tahun (PP nomortadhun 2008). Penerapan
teori penyelenggraan pendidikan yang alternatisgat ini cukup banyak, seperti
isu schoole based management, broad based management, community based
eduationdan lain-lainnya, teori-teori tersebut berpeluangsas untuk dapat
diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Adggradampingan dan komite
sekolah. Pelembagaan pendidikan yang relatif deatiskiPeluang pembangunan
pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atagutdidengan sejumlah
tantangan, yaitu: pemahaman masyarakat yang sadiadap pendidikan;

pembaruan pendidikan yang belum menyentuh praksisdigikan; sistem



pembaruan yang tidak terarah; praksis pendidikarg y@elum memberdayakan
pendidikan.

Soedijarto, dalam Hamied, (2008: 36-52), mengemalkaenilaiannya
terhadap visi dan misi penyelenggaraan sistem giadi nasional. Dapat
dipahami dari pandangannya tentang visi dan misiyglenggraan sistem
pendidikan nasional, bahwa pendidikan di Indondsgtum berperan secara
maksimal dalam membangun pemahaman negara bangsa globalisasi. Perlu
mencari format pendidikan nasional yang relevanfubgsi mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasibipalya ini secara
maksimal menurut Soedijarto, dapat dilakukan olemduikan persekolahan.
Oleh karena itu sekolah harus dapat merubah panadiga, karena menurutnya
sekolah saat ini belum maksimal dalam upaya measkeh kehidiupan bangsa
dan memajukan kebudayaan nasional. la menyebutkan:

Ini berarti hanya melalui sekolah, yang berfungsbagai pusat
pembudayaan, kita dapat mewujudkan sistem pendidikasional yang
berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meanajkikbudayaan
nasional. Walaupun sudah ada ketetapan MPR RI ta88& dan UU No. 20
tahun 2003 (pasal 4 ayat 2), sekolah kita belunaiddlayagunakan untuk
menjadi pusat pembudayaan. Pada umumnya, sekdmlsdmpai sekarang
baru dapat menjadi tempat untuk memperoleh penggtaliang umumnya
untuk dihapal, bukan untuk digunakan sebagai waheniak memecahkan
masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-ldti-bebagai pribadi,
anggota keluarga, pemipin keluarga, anggota daninpeim masyarakat,
maupun sebagai warga negara Indonesia dan warga-teétepi untuk lulus
ujian nasional, (Soedijanto: 45).

Selain yang telah disebutkan di atas, Seodijartma mengemukakan

bahwa pendidikan Nasional Indonesia masih sangahbutihkan formulasi

sumber daya Pendidikan dan anggaran pendidikark unamenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.



Untuk melengkapi penilaian Seodijarto terhadap psatahan pendidikan
di Indonesia, Muhammad Surya, dalam Fuad A. Han(&aD8: 84-97), juga
mengemukakan pendapatnya tentang peran guru dat@rdukung pelaksanaan
wajib belajar sembilan tahun. Menurutnya, guru gabagarda terdepan
pendidikan, namun demikian, guru yang diharapkapaga garda terdepan
tersebut masih dilingkupi permasalahan, meliputyarkitas, kualitas dan
distribusi; kesejahteraan; manajemen guru; penglaargterhadap guru;
pendidikan guru dan lain sebagainya.

Selain problem pendidikan yang telah disebutkanatdis, lebih jauh
Surakhmad (2009), mengemukakan pandangannya, bpiottem pendidikan
yang amat besar yang terjadi sampai dengan saatlaah hilangnya salah satu
landasan pendidikan yaitu filosofi pendidikan. Dalaub tulisannya ia beri judul
Filosofi Pendidikan: Menemukan Kembali Landasan Yang Hilang. Pada bagian
pengantar ia menuliskan sebagai berikut:

Ada sebuah fenomena yang sering berlalu didepaa, yahg hampir-
hampir tidak terdeteksi, yakni proses kejiwaan ytergadi ketika pendidikan
harus memilih antara menerapkan pendidikan tanpaghie@ukan landasan
filosofinya, dengan memahami filosofi pendidikabagai pengetahuan, tetapi
tanpa menghiraukan penerapannya. Memilih satu atiankeduanya-yang
manapun-berarti memilih yang tidak benar. Secakikhdidak ada aktivitas
atau praktik pendidikan yang dapat berlangsungaadg@sar filosofi, yang
sedikitnya tekait dengan makna kehidupan dan nilai- kemanusiaan.
Pendidikan tanpa dasar filosofi yang jelas, bukaja ggjoyah tetapi juga
berbahaya. Sebaliknya, tidak ada filosofi yang tapandalami problematik
pendidikan tanpa menjiwai praktik pendidikan. Fafbgpendidikan yang tidak
berkelajutan ke dalam penerapannya dalam kehidoyata, menjadi mubazir,
dan tidak layak disebut filosofi pendidikan, (Suraiad: 29-30).

Lebih jauh Surakhmad mengemukakan sedikitnya gdaféihomena yang

perlu menjadi perhatian, karena menggambarkan rpangenusia “berhenti”



menjadi makhluk berfilosofi, yaitu pertama; karefilasofi lahirnya terlalu
awal, sehingga sering dianggap kuno; kedua, katanea semakin pragmatis;
ketiga, karena perubahan semakin terakselerasiiapgan bahwa yang kekal
adalah perubahan, sehingga menganggap tidak berguebicarakan
sejumlah hal, termasuk pendidikan secara normatif.

Menurut surakhmad visi pendidikan harus sejalangdenvisi tentang
manusia dan kehidupan. Namun demikian ia mempekamy dimanakah
sekarang kita dapat menemukan filosofi pendidikaB@kar! Filosofi
pendidikan sudah semakin sering dilupakan. Dipakatpun jarang.
Pengamatan ini terutama terfokus pada yang tedadiidonesia selama 30
tahun terakhir. Banyak alasan atau justifikasi ydik@mukakan oleh mereka
yang menganggap bahwa filosofi pendidikan sudabktidiperlukan, atau
sekurang-kurangnya menganggap sudah tidak perlersdiglkan lagi.
Walaupun demikian, tidak ada diantara alasan yammgydkitu yang dapat
mengingkari realitas bahwa setiap tingakh laku kdmkkan adalah tingkah
laku yang bertujuan, dan bahwa tiap tujuan bersurée pilihan, dan bahwa
tiap pilihan adalah alternatif yang berdasarkardpagan filosofis: pandangan
filosofi pendidikan, (Surakhmad: 49-50).

Menurut Surakhmad, ketidakpahaman terhadap filogméndidikan,
membuat filosofi pendidikan itu tersingkirkan dilala persepsi banyak
pendidik dewasa ini. Mereka pada umumnya beradard&bategori pendidik
yang terbenam dalam arus pendidikan ‘kontemporakts’. Misalnya mereka
yang memiliki:

1. Pandangan problematik pendidikan tidak lagi teklet@alam aspek
normatif, tetapi telah beralih dan kini terletakasa aspek teknis.

2. Pandangan bahwa pendidikan harus kembali ke tutzasay yakin
mengajarkan baca tulis sapai kepada ilmu pengataliazar dan
keterampilan yang berguna untuk kemandirian

3. Pandangan bahwa pendidikan terutama bertujuan apgm@mn sumber
tanaga manusia memasuki dunia kerja, yakni sebaganusia
pembangunan.

4. Pandangan bahwa pendidikan harus dikembangkanikigold secara
modern industri. (Surakhmad: 50-53).



Fenomena Pendidikan di Aceh

Dalam tatanan sistem pendidikan, pada prinsipnyaigdian di Aceh
tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. fardemikian secara konsep
terdapat perbedaan yang cukup mendasar, antaemspendidikan nasional
dengan cita-cita ideal pendidikan di Aceh.

Selain faktor historis dan budaya masyarakat Acahgycukup kuat
memegang teguh syari’at Islam, juga faktor legaldari pemerintah Indonesia,
yang menyatakan Daerah Aceh sebagai daerah benotddusus berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahunl2d@n sebagai daerah
istimewa berdasarkan Undang-undang Republik Indamesmor 44 tahun 1999.
Kedua Undang-undang tersebut diperkuat dengan dndadang Republik
Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintAbah.

Sebagal daerah istimewa yang telah diakui oleh patab pusat karena
perjunagan dan nilai-nilai hakiki yang tetap dipala secara turun temurun
sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusisamngga penyelenggaraan
keistimewaan meliputi: penyelenggaraan kehidupaadagnma; penyelenggaraan
kehdiupan adat; penyelenggaraan pendidikan daanpgama dalam penetapan
kebijakan pemerintah. (pasal 3 ayat 2, UU No. #ital999).

Penyelenggaraan pendidikan di Aceh sudah sejak maemalapat predikat
istimewa, seiring dengan sebutan Aceh sebagai hlastanewa, walaupun
kemudian keistimewaan tersebut belum sepenuhnygadidienyataan. Terdapat
sejumlah upaya untuk mewujudkan penyelenggaraatigikan berdasarkan asas

keistimewaan, antara lain melalui penetapan pematdaerah (Qanun), nomor 23



tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, pgaaturan daerah yang
terbaru tentang penyelenggaraan pendidikan adalamonomor 5 tahun 2008.

Melalui ganun pendidikan tersebut dapat dicermatekhlasan
penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Pada bab lljeteeskan dasar, fungsi,
tujuan dan prinsip pendidikan.

Pasal 2 berbunyi, pendidikan Provinsi Nanggroe Agalussakam adalah
pendidikan yang berdasarkan pada al-Quran dantsjatiilsafah negara
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan kebud&yzsdm

Pasal 3, berbunyi, Pendidikan Provinsi Nanggroe hAd2arusslam
berfungsi untuk memantapkan iman dan tagwa kepadlah ASwt,
mengembangkan kemampuan, ilmu dan amal saleh, dalgaya
meningkatkan mutu kehdiupan sesuai dengan tunt@jaman Islam dan
dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4 berbunyi, Pendidikan Naggroe Aceh Darussaleertujuan
membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengaahfiya, yaitu pribadi
yang beriman dan bertagwa kepada Allah Swt, bea&khl karimah,
demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiatan hak asasi manusia,
berpengetahuna, berketerampilan, sehat jasmanrakemi, berkepribadian
mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagainigemaglobal, dan
demi tanggung jawab kepada Allah Swt, masyarakat mgara, (Qanun
Provinsi NAD No. 23 tahun 2002: 8-9).

Konsep ideal tentang penyelenggaraan di Aceh semaga disebutkan di
atas, sampai dengan saat ini masih belum terwigjakdyang demikian terjadi
antara lain  faktor internal penyelenggara pendmikbelum siap untuk
mewujudkan proses pendidikan kearah tujuan sebagainyang disebutkan,
kemudian kondisi sosial masyarakat yang lama didlerdlik sosial dan konflik
bersenjata membuat proses pendidikan sangat teygatigAceh. Selanjutnya
peristiwa gempa besar dan tsunami 26 Desembert2@ mengakibatkan dunia
pendidikan semakin terpuruk.

Rangkaian peristiwa kemanusiaan dan bencana alamrteembuat mata

rantai sejarah kehidupan masyarakt dan pendidikamjadi kelam. Untuk
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memberdayakan dan mengangkat masyarakat dari keikgm kehidupan sosial
dan pendidikan pemerintah beserta seluruh kompomasyarakat bersatu
mengadakan rehabilitasi dan rekonstruksi termasalbaga pendidikan
(sekolah).

Peran pendidikan (persekolahan) dalam pengembasgarber daya
manusia, dan penguatan budaya masyarakat sudahdagmt diragukan lagi.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, mencerdasie@nmdupan bangsa serta
memajukan kebudayaan nasional merupakan bagiatuglean utama pendidikan,
selain dari tujuan pendidikan nasional yang telaletapkan dalam Undang-
undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.

Analisis sosiologis dan psikologis peran lembagadmbkan formal ini
menjelaskan optimisme masyarakat terhadap fungslaetersebut.

S. Nasution (1995: 14), menguraikan fungsi sekofahy: 1) menyiapkan
anak untuk suatu pekerjaan, 2) memberikan ketetammlasar, 3) membuka
kesempatan memperbaiki nasib, 4) menyediakan termpagabangunan, 5)
membantu memecahkan masalah-masalah sosial, 6)am&misi kebudayaan, 7)
membentuk manusia yang sosial, 8) alat mentransfikan kebudayaan. Dan
fungsi lain menurutnya, sekolah juga dapat difuysisebagai tempat penitipan
anak, atau tempat dimana dapat diperoleh kesempeacari jodoh.

Robert G. Owens (1995), menyebutkan dalam pandasgsinlogis dan
fsikologis bahwa tujuan persekolahan adalah; 13tpse akademik, 2) kebiasaan
kerja yang efektif, 3) nilai kewarganegaraan, 4)agu sosial, 5) harga diri, 6)

percaya diri. Untuk mencapai tujuan persekolahesebait, maka sasaran aktivitas
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persekolahan adalah: 1) penghargaan guru terhahaapaian prestasi belajar, 2)
hubungan antara pelajar dengan guru, 3) motivatjgre 4) waktu yang
dihabiskan untuk pengajaran dan pembelajaran, Burigan antar pembelajar
dengan individu teman sejawat. Untuk mencapai tujigasebut, ahli sosiologi
dan dan pendidikan cenderung menekankan kepadadadaimana sekolah
memimpin dan mengelola, 2) bagaiamana murid dikptikkan, 3) keterlibatan
orang tua dan masyarakat, 4) cara pelajar danlpkerjasama, 5) cara keputusan
dibuat di sekolah, (Owens, 1995: 18).

Hurlock (1986: 322), mengemukakan bahwa sekolahupadan faktor
penentu bagi perkembangan kepribadian anak, b&kndeara berpikir, maupun
dalam berprilaku. Sekolah berperan sebagai subistkiluarga, dan substitusi
orang tua. Dengan demikian, Ainscow (1991: 8), meéuoykan %chool as
problem-solving organization-teacher as reflective practioners’, bahwa
persekolahan merupakan tempat untuk menemukan lpsaign atas masalah-
masalah, dan para guru harus dapat memberikan dmamtalam penyelesaian
masalah tersebut.).

Hasubullah (2006: 46) mengemukakan pada dasarnyaidiean di
sekolah merupakan bagian dari penddidikan dalammakgh, yang sekaligus juga
merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluadigamping itu pendidikan
disekolah adalah jembatan bagi anak yang menghukbongehidupan dalam
keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan sekolahnidiadalah

pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolahraeteratur, sistematis,
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bertingkat kelas dan dengan mengikuti syarat-sygag jelas dan ketat (mulai
dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan peagumggi)

Bagi bangsa-bangsa yang telah dapat memanfaatksih gendidikan
melalui sistem persekolahan, tetap optimis mengatabahwa sekolah dapat
mencapai berbagai tujuan yang diinginkan (Shan€2:2@6). Dan bahkan
menurutnya paling tidak terdapat empat potensi danifikansi pendidikan
terhadap dunia masa depan, yaitu:

Pendidikan melalui persekolahan secara potensiatinge karena: 1.
Pendidikan adalah suatu cara yang mapan untuk nmkemaékan sipelajar
kepada keputusan sosial yang timbul; 2. Pendidikapat dipakai untuk
menanggulagi masalah-masalah tertentu; 3. Pendidiglah memperlihatkan
kemampuan yang meningkat untuk menerima dan memhgngntasikan
alternatif-alternatif baru; 4. Pendidikan barangkaérupakan cara yang terbaik
yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbingepgtangan manusia
sehingga pengamanan dari dalam berkembang paep ae@k dan karena itu dia
didorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaasa depan.

Harapan idieal terhadap pendidikan persekolahaags@&inana disebutkan
di atas, dalam kenyataannya kerap terjadi penyiggrapenyimpangan dalam
proses pendidikan di sekolah. Hal demikian dapliadi misalnya dari uraian-
uraian yang menjelaskan terjadinya praktek pendidikang tidak sehat dalam
sistem persekolahan. Irwin A. Hyman dan Pamelar®o® (1999) menyebutnya
dangerous school. Karena dalam lingkungan pendidikan tidak jaraegati

kekerasan fisik dan tindakan asusila.
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Proses Pendidikan (persekolahan) dalam kondisi dkeln sosial
masyarakat yang normal pun terkadang peran dansifway tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan, tentu dapat ketaladake bagaimana proses
persekolahan yang terdapat di daerah konflik, hardgpat dipastikan bahwa
proses pendidikan dipersekolahan tidak berjalaruasesiarapan. Kalaupun
berjalan dengan baik, kemudian ada permasalahawabalendidikan formal
dalam menjalankan fungsinya tidak seimbang dalanmdidékan kepribadian
manusia secara utuh, stigma dan realitas selamaeindidikan formal lebih
memprioritaskan asfek akademis-kognitif.

Pendidikan persekolahan di Aceh diduga kuat tidatkakan dengan baik,
karena hampir setengah abad lamanya berada daladisk&onflik sosial dan
konflik bersenjata. Dampak negatif konflik terhadppndidikan sangat jelas
terjadi, dan untuk memberikan gambaran singkat isonthasyarakat dan
pendidikan di Aceh, diuraikan dalam empat tahapanulgphan sosial dan
pendidikan, yaitu kondisi sosial sebelum tsunamendidikan di Aceh sebelum
tsunami, Kondisi sosial dan pendidikan di Aceh Sabkulsunami.

1. Kondisi Sosial Aceh Sebelum Tsunami

Dokumen sejarah yang berkaitan dengan keberadaewingir Aceh
sebagai daerah istimewa, tidak mungkin dapat ddapabegitu saja, terutama
oleh masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat ésdgorpada umumnya.
secara resmi pemerintah Indonesia memberikan sigticeewa tersebut kepada
Aceh sejak tanggal 26 Mei 1959, (Ahmad Farhan Har2@06: 4). Dan yang

tidak mungkin dapat dipungkiri bahwa Aceh merupattaerah yang didiami oleh
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masyarakat yang sangat taat dalam menjalankannaggama Islam, sehingga
Aceh-pun dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah.

Keistiemwaan Aceh, sejak masa pemerintahan Ordeal.ameliputi tiga
bidang yaitu keistimewaan dalam bidang penyeleraggar agama Islam,
penyelenggaraan budaya dan adat, serta pennyetangg@endidikan, sejak
tahun 1999 keisitmewaan Aceh itu dilengkapi dengaran ulama sebagai mitra
yang memberikan pertimbangan kepada pemerintaimdpi&mbangunan Aceh,
baik diminta maupun tidak diminta guna terselenggga pemerintahan yang
bersih di Aceh.

Secra ekonomi, masyarakat Aceh selalu berada dadantisi yang sangat
tidak menguntungkan, karena pengaruh faktor poliggng dibangun oleh
pemerintah Indonesia sejak lama, telah memusatkgratan Ekonomi di kota
Medan Sumatera Utara, perusahaan yang berskal@idghshampir semuanya
dikendalikan dari luar Aceh. Eksploitasi sumberadalam Aceh tidak berkorelasi
dengan pembangunan infrastruktur di Aceh (M. Iski8wan, 2000: 5). Dengan
demikian hasil bumi Aceh kurang dimanfaatkan unto@&mbangun kehidupan
sosial masyarakat Aceh.

Kalau saja Aceh diberi kesempatan untuk lebih blanalibat dalam
kegiatan ekonomi, maka masyarakat Aceh dapat dipadebih makmur. Karena
aset migas dan non-migas sebagai sumber ekonomp ché&nyak tersebar di
Aceh, ladang minyak, gas, pupuk, semen, perkebweagkeh, kelapa sawit,
kopi, penangkapan ikan, ada di Aceh, tapi sekdi, lmasyarakat Aceh hanya

sebagai penonton di tanah tumpah darahnya sendiri.
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Dalam kondisi yang demikian, masyarakat Aceh tetagnunjukkan
eksistensi sebagai masyarakat yang beragama déudaga, walaupun ada
penentangan terhadap kebijakan pemerintah pusasyamakat Aceh tetap
menunjukkan sikap santunnya dalam berbangsa dardsea.

Akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerinpaisat yang
sentralistik, pada waktu itu membuat masyarakathAbergolak, pergolakan
sosial, kemudian diikuti dengan konflik bersenjat@ropaganda terhadap
kemerdekaan Aceh dikumandangkan oleh putra-putehAbaik yang sudah
berada di luar negeri maupun yang masih ada dindalageri. Inilah yang
kemudian melahirkan gerakan Aceh Merdeka (AM). ISéggonun 1978, gerakan
ini_ memperkuat propagandanya ditengah-tengah masytarAceh, sembari
berupaya memperoleh dukungan dari dunia Internakiétenjelasan lebih rinci
berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka dapat diteean, (Al Chaidar: 2000,
Isa Sulaiman: 2000).

Pemerintah pusat meredam gerakan ini, dengan mkxkblan Aceh
sebagai Daerah Darurat Meliter sejak tahun 1988ijdéen represif yang diambil
oleh pemerintah pusat, membuat sebagian masyaiakest bergerak bagai ‘api
dalam sekam’, tokoh gerakan Aceh Merdeka yang adeceh mampu menarik
simpati masyarakat, dengan menunjukkan situasi yaemguh gejolak, fakta
membuktikan pada masa ini banyak harta benda nmastayang dirampas,
banyak perempuan menjadi jadi janda, dan banyak-amak menjadi yatim.
Tentang masyarakat yang menjadi korban kekeras#teh pada masa darurat

meliter diuraikan oleh Al-Chaidar (1998).
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Selama sepuluh tahun Aceh dijadikan sebagai DaBwiarat Militer,
ternyata tidak mampu meredam perlawanan terhadapenpgah Indonesia.
Sekitar tahun 1998, status Darurat Militer di cableh pemerintah pusat, seiring
dengan semangat reformasi yang terjadi di Indond3gmerintahan pada era
reformasi juga, menurut masyarakat Aceh kurangusemenangani persoalan
konflik yang telah lama mendera masyarakat AceHawpain ada upaya-upaya
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengani mas@esebut. Ketidak puasan
sebagaian masyarakat ini terbukti, tidak lebih daiengah tahun kemudian,
kekuatan Gerakan Aceh Merdeka menunjukkan akskoydak senjata setiap hari
terjadi diwilyah yang berbeda antara pihak RI daMG peristiwa kontak sejata
ini sepertinya sudah menjadi ‘hiburan yang menakuithbbagi masyarkat Aceh,
namun terus terjadi. Puncak gerakan bersejata uhainterjadi sejak tahun 1999
sampai dengan tahun 2004, sebagai akibatnya temat dliketahui, kehidupan
sosial masyarakat Aceh semakin terpuruk, kegigtanami lumpuh.

Selain masyarakat sipil yang tidak terlibat sedarggsung baik dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun dengan pihak petaé Indonesia
banyak yang menjadi korban korban, dan bahkan gmrem anak-anak, apalgi
laki-laki dewasa. Selain masyarakat sipil yang ménkorban, juga terdapat
sejumlah tokoh yang harus mengakhiri hidupnya s@bagibat dari konflik
tersebut. Sebut saja beberapa nama, diantarany®hbn tokoh Aceh yang
dikenal cukup dekat dengan pemerintah pusat, kallenaebagai ketua Golkar
pada waktu itu, yang lainnya, tokoh intelektual Agang menjadi korban adalah

Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Ban8leeh, Prof. Dr. Syafwan
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Idris, dan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. MPyan Dawood, meninggal
karena ditembak oleh orang yang tak dikenal pa@@-2001.

Selain konfilik vertikal antar kelompok masyaraké&ticeh dengan
pemerintah Republik Indonesia yang sudah berjalsku lama, juga terjadi
konflik sosial horizontal, yaitu terjadinya berbagaacam konflik yang dipicu
oleh latar belakang etnis, antara masyarakat aeebash masyarakat pendatang,
awalnya terdapat oknum yang berprilaku tidak mawisierhadap masyarakat
pendatang, terutama masyarakat yang datang daau pjawa. Konflik ini
mengakibatkan banyak masyarakat non-etnis Acehshameninggalkan daerah
Aceh. Tetapi banyak juga yang bertahan dan menkudw@da perlawanan
terhadap oknum yang mencoba untuk mengusir merakddmi Aceh. Konflik
ini_juga telah mengakibatkan kehidupan masyaraldgakttenang dan tidak
nyaman.

Kondisi sosial yang digambarkan secara gamblangtal, tentu saja
sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan di,A@ngaruhnya bukan hanya
terhadap institusi pendidikan, tetapi juga berpemyaerhadap proses pendidikan
itu sendiri. Selanjutnya disajikan potret pendidikeebelum terjadinya pristiwa

gempa dan tsunami di Aceh pada 26 desember taldsh 20

2. Pendidikan di Aceh Sebelum Tsunami

Kondisi sosial masyarakat Aceh, sejak Indonesiadeier dapat dikatakan
cukup bersahaja, walaupun hari-hari yang dilallehomasyarakat Aceh dari
generasi ke generasi, hampir tidak pernah sunyilkaenflik sosial dan konflik

bersejata. Selain faktor situasi dan kondisi yadgkt mendukung masyarakat
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Aceh untuk berkembang, pada sisi lain, ternyataamosasi yang bergulir juga
berpengaruh terhadap pendidikan di Aceh. Modermpasdidikan di Aceh dapat
dicermati dari pergeseran yang nyata terjadi, sedari Sekolah, Madrasah dan
pendidikan dayah. Pendidikan dayah mengelami toamsfsi sehingga dapat
diklasifikasikan menjadi dua model yaitu dayah falhatradisional, dan dayah
terpadu-modern.

Pada masa-masa konflik sosial dan konflik bersenndidikan di Aceh
walaupun berproses dalam melaksanakan pengajétan, tatapi dapat diduga
bahwa pelaksanaannya tidak sebagaimana yang seyardgsein tidak sesuai
dengan harapan. Pendidikan berjalan secara bayalpatda lembaga pendidikan-
sekolah yang berada di pusat kota, atau tidaklugdah dari pusat kota, sedang
sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota, lelbiléagi di daerah yang paling
parah dilanda konflik sekolah hampir dapat dikatalkenpuh.

Sekolah-sekolah yang berada jauh dari kota damaetiath marginal, selain
peserta didiknya berkurang karena eksudus, atadalpitke daerah yang lebih
aman, juga karena kompoenen pendidikan juga sudgl@mds mendukung, seperti
banyak guru yang ikut pindah karena takut beraatdrah konflik, ruang belajar
yang kurang terawat dan lain sebagainya.

Perpindahan tenaga pendidikan dan peserta diddekelah-sekolah yang
ada di kota, berakibat pada proses penyelengggraadidikan hanya terjadi
secara intens di kota, akibat yang ditimbulkan r@ntain ketidak seimbangan-
ruang kelas tidak mencukup, rasio jumlah peserik dialam satu kelas tidak

seimbangan dan lain sebagainya. Singkat kata, prosedidikan menjadi tidak
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seimbang antara sekolah-sekolah yang ada di kaigadesekolah-sekolah yang
ada di perkampungan yang jauh dari kota.

Akibat konflik terhadap pendidikan juga dapat dmcati dari aspek
psikologis peserta didik. Peserta didik banyak yamempgalami ketakutan, karena
setiap hari mereka mendengar dan bahkan menyakpikstiwa-pristiwa yang
belum pantas untuk didengar atau disaksikannyaalnyia pembunuhan, atau
menyaksikan keluarganya yang ketakutan, dan lanskebagainya. Dengan kata
lain, tugas perkembangan anak-peserta didik metigak normal karena konflik.

Walaupun konflik sedang melanda Aceh, secara pdijak tahun 1999
Aceh memperoleh otonomi khusus, dengan demikiandapat anggaran dana
alokasi umum serta dana alokasi khusus, sehingggasan untuk pendidikan di
Aceh cukup banyak, tetapi anggaran yang cukup lkamyguga, sampai dengan
saat ini masih belum dapat mengangkat kualitasigisaeh di Aceh. Selain untuk
dana oprasional untuk pendidikan tersebut juga danyersedot untuk
memperbaiki gedung yang rusak dan membangun geldang yang musnah
terbakar akibat konflik.

Konflik bersejata di di Aceh telah berimbas padaldlaga persekolahan,
pada tahun 2003, tepatnya pada malam setelah dikalu Kepres untuk
pemberlakuan darurat meliter di Aceh, hampir 508ugg sekolah yang dibakar.
Adapun rincian sekolah yang dibakar Banda Aceh i1, éteh besar 28 unit,
Pidie 185 unit, Bireuen 126 unit, Aceh Taminag @,ukceh Jaya 15 unit, Aceh

Timur 25 unit, Aceh Utara 1 unit dan Kota Langsanit. Dari jumlah tersebut
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hampir 80 % gedung sekolah yang dibakar adalahrge8ekolah Dasar, (Anton
Widyanto, 2007: 159).

Konflik, selain dari berakibat pada musnahnya sé&tmsarana pendidikan
( gedung sekolah) dan gangguan psikologis pesédik, agkibat konflik yang
lainnya juga terjadi pada bidang penyajian matetajaran. Materi dan mata
pelajaran yang berbau patriotisme dan nasiloanalisseperti Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,hskd@ang dibelajarkan
kepada siswa-siswi di sekolah, terutama sekolablakekyang berada di daerah
konflik yang paling parah, lagu-lagu nasional, @enpacara bendera sudah sangat
asing dari kegiatan siswa di sekolah. Singkat ksgkolah sudah kurang berperan
dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pensaherbingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia bersama pemerintahan proviash, terus
berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagyarakat Aceh, selain
dari bantuan oprasional dan pembangunan gedundakekmemerintahan Aceh
juga cukup serius dalam upaya memberdayakan pé&adidhal ini dibuktikan
dari disahkannya Peraturan Daerah nomor 23 Tahui®,2@entang Sistem
Pendidikan di Aceh.

Diharapkan melalui peraturan tentang pendidikasetaut, pendidikan di
Aceh dapat bangkit melalui sejumlah inovasi, bakelnbagaan maupun proses
pembelajaran. Harapan tersebut sedang dalam greseapaian, ditengah-tengah
proses yang sedang berjalan untuk memperbaiki gikadi, masyarakt Aceh

kembali mendapatkan musibah berupa gempa dan tsuKamdisi masyarakat
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semakin terpuruk, lembaga pendidikan banyak, yaagcur, anak-anak usia
sekolah banyak yang kehilangan orang tua. Kehidug@sial, ekonomi dan
pendidikan di Aceh kembali ke keadaan yang sangatpnihatinkan.

3. Kondisi sosial dan pendidikan di Aceh Sesudaaimi

Pada tanggal 26 Desember 2004, hari Minggu paggyamakat Aceh
mendapatkan cobaan yang cukup dahsyat, yaitu gempa9,1 skla rekter dan
tsunami. Selama berpuluh tahun berada dalam kog#ikg membuat masyarakat
Aceh terpuruk dalam berbagai bidang kehidupan.si\@a gempa bumi dan
tsunami semakin memperparah keadaan, walaupun ka&mpdristiwa ini juga
membawa hikmah tersendiri.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh merupakasibab Nasional
bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat darsddndonesia, dan dunia
internasional bersimpati sekaligus memberikan Entmaterial dan moral bagi
masyarakat Indonesia yang ada di Aceh.

Bantuan datang ke Aceh dari sejumlah negara dalarbabai macam
bentuknya, ada yang bersifat bantuan langsung aldaypng terprogram melalui
pemerintah Indonesia. Untuk kembali membangun Adallam berbagai sektor
kehidupan pemerintah Indonesia membentuk suatunbgdag disebut Badan
Rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS, yabgrpusat di kota banda
Aceh.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, bersamasyarakat membuat

rancangan pembangunan Aceh pasca gempa dan tswseam, bagunan fisik,
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baik rumah penduduk maupun sarana umum menjaditpaautama, tentu saja
sembari membangun sektor sosial, ekonomi, pendidila yang lain-lainya.

Fasilitas dan komponen pendidikan cukup banyak uraakibat gempa
dan tsunami, oleh karena itu Pemerintah Indonesegara-negara yang
memberikan bantuan, lembaga swadaya masyarakat)(d8sim dan luar negeri
serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat kemiealipaya untuk menata
kehidupan sosial dan pendidikan di Aceh.

Salain membangun gedung sekolah yang sudah hamnkgitan dengan
pendidikan ini, pada awalnya banyak relawan yangjace guru di tempat-tempat
darurat, sembari memberikan pelatihan terhadapysebguru.

Selain sekolah pemerintah, dalam setiap satuangkadnya, juga pihak
swasta banyak yang membangun sekolah, termasukmdaentuk home
schooling, terutama disediakan untuk anak-anakpesididikan dasar.

Memperhatikan kondisi yang demikian itu, pada seéumasyarakat Aceh
sangat bersyukur karena banyak sekali yang mengeimatian terhadap
pendidikan, akan tetapi pada sisi lain, pendiditang tumbuh setelah tsunami,
harus benar-benar menjadi perhatian, terutamasedgyiitujuan pendidikan yang
ingin dicapai oleh sejumlah sekolah swasta dan h&cheoling tersebut. Bila ini
dicermati, maka bisa saja, masyarakat Aceh sema&rkikis nilai-nilai
budayanya, termasuk rasa persatuan dan kesatuawatlibnaungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, gempasdaami di Aceh

melengkapi penderitaan masyarakat yang semakimurtéep tetapi dibalik itu
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terdapat hikmah tersendiri, dan harus disyukuriholeasyarakat Indonesia
terutama yang berada di Aceh.

Hikmah yang pertama dari peristiwva gempa dan tsunadalah,
banyaknya bantuan dari pemerintah dan masyarakkinésia, serta bantuan
negara dan masyarakat asing, baik dalam bentud marpun materil. Karena
peristiwva kemanusiaan ini, Aceh menjadi terbukai bsguruh masyarakat
Indonesia dan warga negara asing yang ingin merkgaiubantuannya kepada
korban gempa dan tsunami. Lembaga swadaya masya@kan dan luar negeri
banyak yang tinggal di Aceh, bahkan ada yang tihnggapai dengan saat ini di
Aceh.

Hikmah yang kedua dari peristiwa gempa dan tsurataiah terbukanya
kesempatan untuk berdialog antara pemerintah Riégpubtonesia dengan
gerakan Aceh Merdeka, dan dialog tersebut memgerdi@sil berupa
ditandatanganinya oleh kedua belah piNenorandum of Understanding (MoU)

di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Dua hikmah yang telah disebutkan diatas, menjattk tijak bagi
masyarakat Aceh untuk bangkit kembali dari ketarkan. Melalui bantuan yang
datang dari dalam dan luar negeri, masyarakat Aeefibali menata kehidupan,
dalam suasana damai, domokratis dan terbuka, seywptiflak mengusik masalah
agama dan budaya masyarakat Aceh.

Kehidupan sosial yang terjadi di Aceh pasca tsupanampaknya
melahirkan masalah tersendiri bagi masyarakat Abamiuan yang diberikan

hampir tanpa pertimbangan ternyata telah membuzigs#n masyarakat Aceh
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‘manja’ dan ingin terus menikmati bantuan itu, katbantuan mulai dibatasi dan
terbatas, muncul gejolak sosial, seperti sulitngpahgan kerja, upah rendah,
penghasilan rendah dan lain sebagainya.

Pada sisi lain reintegrasi anggota Gerakana Acehrdéke, juga
memunculkan fenomena sosial yang harus ditangacarae serius oleh
pemerintah, dan stakeholder yang ada di Aceh, kapmoses reintegrasi ini
membutuhkan biaya yang cukup banyak, sebagai kemse dari MoU Hilsinki.

Semangat untuk mempertahankan perdamaian dan kiesamtiaAceh,
telah mendorong masyarakat berbenah diri dan memata depan diri dan
generasinya untuk dapat tampil menjadi lebih baik.

Kehidupan sosial dan pendidikan, laksana dua s#amang, yang bila
dibuang salah satunya maka akan menjadi tidak beranaOleh karena itu
rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bidang pendidiknendapat perhatian yang
cukup serius. Puluhan gedung sekolah baru dibangagkap dengan fasilitas
pendukungnya oleh pemerintah Indonesia, bantuanemeiah negara asing,
maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan Igarin8alah satu lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang mendirikan sekolaAadih adalah Yayasan
Sukma.

Dengan demikian selain sekolah negeri (sekolarkmp#imerintah), pasca
pristiwva gempa dan tsunami di Aceh terdapat sejarakolah swasta. Sebagai
lembaga pendidikan, baik negeri maupu swasta, déipahami memiliki tujuan
yang bersamaan, namun demikian terdapat hal yamgingeuntuk diteliti

menyangkut permasalahan model kontekstualisassofilopendidikan yang
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dikembangkan oleh kedua bentuk sekolah tersebutgivigat bahwa masyarakat
Aceh memiliki karakteristik pendidikan lokal disaimg karakteristik pendidikan
nasional sebagai akibat dari status otonomi khysugy dimiliki oleh daerah
Aceh.

Sehubungan latar belakang yang telah dikemukakaratas, maka
formulasi permasalahan penelitian ini adalah sepgrakah Kontekstualiasi
filosofi Pendidikan yang diterapkan dalam pendidikdi Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dalam rangka membentuksategai generasi muda
yang cerdas sebagai bagian mencerdaskan kehidwgragsa termasuk sumber

daya manusia berkualitas bervisi nasional di evhall

B. Rumusan Masalah
Untuk menjabarkan permasalahan utama penelitiaags@ibana yang

telah disebutkan di atas, perlu diajukan beberagtapyaan penelitian sebagai
berikut:

1. Mengapa visi penting bagi penyelenggaraan pendidigada satuan
pendidikan? Dan bagaimanakah visi pendidikan SMKol8k Sukma
Bangsa dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NeBeauen?.

2. Apakah pendidikan sudah diterapkan sesuai dengsin yang telah
ditetapkan pada kedua sekolah itu?.

3. Bagaimanakah tujuan pendidikan yang dirumuskan [@&dB Sekolah

Sukma Bangsa dan SMPN | Bireuen dalam mewujuka®.vis
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C. Tujuan Pendlitian

Tujuan penenelitian ini terdiri atas tujuan umunn dajuan khusus.
Berdasar masalah penelitian sebagaimana yang detebutkan di atas, maka
tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukdentifikasi dan rekonstruksi
terhadap pengembangan model kontekstualisasi fiilpsadidikan dalam sistem
pendidikan persekolahan.

Adapun sebagai tujuan khusus penelitian ini seldagakut:

1. Untuk mendiskripsikan visi pendidikan yang dikemificam oleh Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Sekolah Sukma Bangsa didBirdan Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) | Bireuen.

2. Untuk menganalisis penerapan visi dalam prosesigi&ad pada SMP
Sukma Bangsa dan SMPN | Bireuen.

3. Untuk menganalisis bentuk tujuan pendidikan pad&®Svkma Bangsa dan

SMPN | Bireuen.

D. Prosedur Pendlitian

Memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, makaepian ini dapat
disebut sebagai penelitian kualitatif. Sebagai cimum penelitian kualitatif
adalah peneliti terlibat secara langsung dalam nomapglkan data yang
dubuthkan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Memperhatikan fokus masalah serta tujuan peneliiemmaka penelitian
ini juga akan menggunakan beberapa pendekatangekatar filsofis (filsafat

Pendidikan), dan pendekatan ilmiah dalam bidangdigéwan, (Manajemen
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Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). Pendekatanggateh ini digunakan
sebagai pendukung analisa data empiris maupunisdarnspetual.

Selain yang telah disebutkan di atas, penelitiaalitatif juga ditandai
dengan cara mengumpulkan dari sumber data tersebuober data penelitian ini
dari responden yang terdapat pada lokasi peneltidapun data yang diperlukan
untuk menjawab permasalahan penelitian diperolehlaloie wawanara,
pengamatan lansung, dan telaah dokumentasi.

Data yang telah diinventarisasi, selanjutnya digddeun evalusasi kritis, atau
dengan kata lain disebut reduksi data.Setelah mledak evalusai kritis,
selanjutnya dilakukan sintesis.Adapun teknik amaligata yang digunakan adalah

metode hermeneutika dan uraian data secara defsanalitis.

E. Lokas Penelitian

Penelitian ini dilaksakan di lembaga pendidikannfak, yaitu Sekolah
Sukma Bangsa di Bireuen Provinsi Aceh. Sekolahdidirikan oleh Yayasan
Sukma Bangsa yang berkantorpusat di Jakarta, jRl& Soeroso no. 44-46
Gondangdia Lama, Jakarta 10350, telephon (0212525 (huntinng) fax (021)
3140980. Sedang Sekolah Sukma Bangsa di Bireuaalab®at jalan. Medan -
Banda AcehDesa Cot KeutapangKecamatan Jeumpa Bjrefleeh 24251
Indonesia.Fokus penelitian adalah visi Sekolah Mgak Pertama (SMP)
Sekolah Sukma Bangsa.

Sebagai perbandingan model visi pendidikan padal&elSukma Bangsa
yang dijadikan sebagai fokus penelitian diambilusaekolah Negeri yang
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setingkat yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMPN)réuBn, alamat jalan
Laksamana Hayati, Kota Bireuen. Perbandingan iakdkan untuk menjelaskan
model kontekstualisasi filosofi pendidikan melalwisi pendidikan yang
kembangkan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri.

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah bahwa idgban sosial
masyarakat Bireuen termasuk daerah yang terpalaiddi konflik bersenjata dan
dampak tsunami yang terjadi tahun 2004 silam. Nagemikian pembangunan
dalam bidang pendidikan menjadi salah satu aspe sangat diperhatikan. Hal
ini ditandai dengan terdapatnya sejumlah pendidikasar yang melayani
masyarakat wajib belajar sembilan tahun. Sekoldtm@uBangsa yang dibangun
pasca tsunami diperkirakan sebagai model baru pEmygaraan pendidikan di
Bireuen. Sementara sebelumnya telah ada SMPN udirgzang divavoritkan

oleh masyarakat Bireuen.

29



